BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2! TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang . a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, maka perlu menyusun Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

b. bahwa dalam rangka tertib dan kelengkapan
administrasi dalam tahapan penyusunan peraturan
perundang-undangan, yakni pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 32
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk
Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah,;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 57);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis
data rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. melaksanakan  penyusunan dan pembahasan
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. menyusun Penjelasan atau Keterangan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. memproses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
melalui tahapan harmonisasi di Kanwil Kementerian
Hukum dan fasilitasi di Biro Hukum Provinsi; dan

e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan
pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim Penyusunan bertanggung jawab
kepada Bupati Banyumas.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal (2 JAN 2026

AN FE0.
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